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MOTTO :

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dangatah kamu mengurangi

neraca itu”

(HA. Mukti Ali) *

1 HA. Mukti Ali, 1993, Al-Quran dan Terjemahannyakarta: PT. Bumi Restu, Ar. Rahman
him.885
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RINGKASAN

Perlindungan TKI oleh Kementerian Luar negeri imgiia diwakili oleh
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia. Dengan ngacu pada pedoman
normatif sebagaimana ditentukan dalam undang- wdém 37 tahun 1999
tentang Hubungan Luar negeri dan KEPMENLU- Rl N&/Qor/11/2002/01
tentang organisasi dan tata kerja Departemen Legefl Bagian VI Pasal 943
telah dibentuk Direktorat Perlindungan warga Nagardonesia (WNI) dan
Badan Hukum Indonesia (BHI) , yang Bertugas untukngurus masalah
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peuligdn dan bantuan hukum
kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum ésign

Dibentuknya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Diepartemen luar
negeri (deplu), merupakan keinginan seluruh wargara Indonesia. Direktorat
Perlindungan WNI dan BHI mempunyai tugas pokok kmtelindungi WNI dan
BHI di luar negeri yang meliputi Tenaga Kerja Indsia (TKI), profesional,
mahsiswa, bisnisman, wisatawan, dan keagamaanbmaiss. Sementara itu,
yang dikategorikan BHI di luar negeri adalah Baddsaha Milik Negara
(BUMN), PT, dan Perusahaan- perusahaan swastadsi@oyang berbentuloint
Venture maupun membuka cabang di negara lain.
Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara pengikinterbesar, upaya bagi
perlindungan TKI sudah merupakan salah satu pamriPerlindungan terhadap
TKI di luar negeri mempunyai dua faktor yang satams lainya saling
mempengaruhi, yaitu:

1. Faktorinternal
Faktor ini ada pada diri TKI dalam menghadapighimngan
pekerjaan yang akan mereka hadapi. Semakin pekesjagetahui hak-

hak yang seharusnya mereka miliki dengan cara meafaakan hak- hak

2 Analisis yang lebih rinci mengenai topik ini , lbacFerry Adamhar,Permasalahan WNI baik
TKI maupun TKI di Luar Negeri”, artikel dimuat dalanindonesian Jurnal Of Internastional Law,
Vol. 2 Nomor 4, Edisi Juli 2005,HIm., 695-709. Bguaa Djoko Hardono,Perlindungan Warga
Negara Dalam Perbandingan”, dalamIndonesian Journal Of International Law, Volume 2
Nomor 4, Edisi Juli 2005, HIm ., 727- 747.
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itu, semakin mudah untuk melindungi mereka dart hal atau tindakan

yang merugikan mereka.

. Faktor eksternal

Faktor ini adalah kondisi dan situasi yang menkaeri
perlindungan bagi para TKI tersebut. Bagaimanapuandalnya
pelaksanaan diplomasi oleh perwakilan diplomatikludir negeri, agar
dapat efektif diperlukan posisi tawar yang riil gatidukung oleh kondisi
dan situasi di dalam negeri yang kondusif. Kondrslah yang Kkini
dihadapi oleh para diplomat Indonesia di luar niegBisatu pihak
diplomat Indonesia berjuang untuk memberikan pelaga dan
perlindungan maksimal terhadap WNI/ TKI yang sefsddla posisi lemah.
Namun di pihak lain TKI ilegal terus dikirim keluaregeri sehingga
akumulasi perkara dan permasalahan seputar TKalikegsebut semakin
besar dan sulit dikendalikan. Baik oleh para digbimdonesia, maupun

oleh aparat pemerintah di negara tempat para datldirakredetas?.

Pemerintah sebagai rambu-rambu hukum sudah cukapyak

memberikan persyaratan yang ketat bagi penempaarargy TKI. Misalnya

PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta ) harusilikiehal-hal sebagai

berikut: * Dokumen legalitas usahgb order dan recruitment agreement yang

telah di-legalisasi oleh Perwakilan Rl dan pergmjkerjasama dengan agen di

luar negeri. Selain itu, TKI sendiri harus memilj&ti diri yang jelas. Bukti dari

keseriusan Pemerintah Rl dalam masalah TKI ini lidkat dari perangkat

hukum yang dikeluarkan. selain Undang- Undang NoB®tahun 2004 Tentang

Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indodekiszr negeri, Presiden RI

juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tal@®6 sebagai wujud ke-

pedulian untuk melakukan reformasi sistem penempdda perlindungan TKI di

% Ferry Adamhar, ibid., him.,701.
* T Susilowati, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja hifs9

Xiv



luar negeri. Dalam perkembangannya, UU Nomor 39umaR004 tidak dapat
mengantisipasi persoalan TKI, dan bahkan mengan#tefemahan-kelemahan.
Misalnya Pasal 35 tentang usia calon TKI, Pasalté&itang kelengkapan
dokumen, Pasal 102, 103, 104 tentang ketentuangidian sebagainya.

Di Indonesia, sejak berlakunya UU No. 37 Tahun9l&htang hubungan
luar negeri, maka masalah perlindungan WNI di hegeri ini sudah diperhatikan
dan dilaksanakan dengan baik. Hal itu terlihat miapesal 18 dan Pasal 24 yang
menetukan bahwa Pemerintah Republik indonesia thelgi kepentingan warga
negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapiagalahan hukum
dengan perwakilan negara asing (maksud perwakémama asing disini adalah
perwakilan diplomatik dan konsuler asing besertggatanya) di indonesia.
Pemberian perlindungan seperti yang telah disarapa#rsebut dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasjopasal 18). Perlindungan
kepentingan WNI, yang bekerja pada perwakilan asat@u badan hukum
Indonesia , seperti perusahaan swasta, dilakuksmas&aidah- kaidah hukum
atau kebiasaan internasional, antara lain dengamggo®@aan sarana- sarana

diplomatik.

Pemerintah sebagai wakil Negara dalam pelaksamenppatan TKI
senantiasa dihujat sebagai penyebab lemahmliadgumgan dan peningkatan
kualitas TKI, karena dianggap sebagai pelaku pgma dokumen dan
sebagainya. Dalam hal ini semua pihak tidak malihat bahwa pemalsuan
dokumen juga banyak dilakukan oleh TKI dan keluayga. Tindakan ini
terpaksa dilakukan karena hukum Negara sepemibatasan usia minimal 21
tahun oleh UU Nomor 39 Tahun 2004, dianggap tetembatasi hak mereka
untuk bekerja dan mendapat kehidupan layak.

Bicara perlindungan dan peningkatan kualitas T&lach Negeri , harus
dilihat dari sejumlah ketentuan yang dibuat pémt@h. Ketentuan TKI
diwajibkan menjalani tahapan proses peningk&iaaditas dan perlindungan
dalam negeri seperti pemeriksaan KesehatanpoRasAsuransi Pra

pemberangkatan dan Asuransi pemberangkatan telakutili dan sepenuhnya
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dibiayai dari dana Negara penempatan, bukan @d@BN. Artinya Negara
penempatan cukup koperatif terkait upaya peningkktelitas dan perlindungan
TKI.

Persoalan menjadi lain ketika muncul kasus siks¢egradap TKI di luar
negeri oleh majikannya seperti di Taiwan misalnsnasyarakat begitu cepat
bereaksi dan menghujat suatu Negara tanpa mehbbkdbagai aspek lain.
Persoalan terjadinya penyiksaan sebenarnya bis@adlan konsekwensi resiko
yang relatif muncul di mana saja. Akan Tetapisatiesakan kebutuhan dan
pendapatan yang lebih baik, animo menjadi TKI m&idan resiko. TKI telah
mengambil jalan sendiri dan tidak melihat adauatdaknya kepedulian dari
dalam Negeri yang menjamin perubahan nasib mereka

Sebagian besar buruh migran bermasalah adalahkangang belum
memiliki pengalaman kerja. Hal ini sangat mungkémkaitan dengan kemampuan
adaptasi yang bersangkutan di tempat baru , ateukléan dengan pengalaman
pertama mereka. Selain itu setiap orang dilarangemg@atkan calon TKI pada
jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangaradenigi- nilai kemanusiaan
serta peraturan perundang- undangan yang berlakdatiesia maupun di negara

tujuan.®

> Sutat dkk, Pendampingan Sosial Bagi calon Pekedaarkeluarganya di daerah asal, him 5
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